
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

Nomor 9.8 Tahun 2009

TENTANG

PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAHKABUPATENKATINGAN
NOMOR 04 TAHUN 2006 TENTANG PENERBITAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU}

Menimbang :

Mengingat

BUPATI KATINGAN

: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 04 Tahun

2006 tentang Retribusi ljin Tempat usaha, telah disahkan dan

diundangkan- dalam Lembaran Daerah, maka perlu diberikan

kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat

meningkatkan kelancaran pelayanan publik ?upaya 
berdaya. gu.na

dan nasit- guna pelaksanaannya perlu diatur petunjuk

pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

: L Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan nltriOusi Dierah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1997 Nomor +1, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3685),sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang
Nomor ga ianun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nqmor 246,

tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

Kabupiten Katingin, Kabupaten Seruy_an, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten LamZndau, Kabupaten- Gunu.ng V?t' Kabupaten
pulang Pisau, Kabupaten Muiung Raya dan Kabupaten Barito

Timur dalam wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 NOmOr 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun zAM tentang Pemerintahan

Daerah (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 1)S, Tambahan Lembaran Nomor 4437\ sebagaimana

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Peraturai Pemerintih Pengganti Undang - Undang

Nomoi3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang

- Nonor 32 Tahun 2OO4 ten[ang PemerintahaR Daerah menjadi

undang - undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun



7.

8.

2OO5 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara.Nomor 4548)'

sebagaimana tela'h diubah dengan Undang -Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentani Ferubaha; Kedua Atas Undang - Undang

Nomor 32 Tahun i,iontentang pemerintahan Daerah (Lembaran

iiiil;-n"puotir-tndonesia iahun 2008 Nomor 8, Tambahan

Leilbaran Negara Nomor 4844\;

undang - undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan

X"r"n6"n antari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

ii"*Uir"n Negaia Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126

i"rb.n"n Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian

Uiuian pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Frovinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (tembaran

it;;;; CepuOfp tndonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737\;

PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomor4Tahun2006
i;t*g Retribusi tiin Tempat. Ulaha (Lembaran Daerah

Kabupiten Katingan Nomor 4 Seri C);

peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang o-rganisasi dan

rataxerlalnspektorat,BadanPerencanaanPembangunan
Oaerafi iian Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan

[f-"rnU"r"n Daerah Ka-bupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6 );

MenetaPkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KATTNGAN TENI4!!g- PETUNJUK
pEuaxsaNAAN Cir.renalTAN SURAT lJlN TEMPAT USAHA

(slru)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

a. pemerintah Daerah adarah penyerenggaraan urusan pemerintahan oreh pemerintah

Daerah dan DpRD menurut asas ot6iomi dan tugas pembantuan dengan prilstP

otonomi ."tr"r-Grny. dalam 
-s'lstem 

dan prinsip Negala Kesatuan Republik

lndonesia t"U"g"i;;na dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelengggara Pemerintah Daerah;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selaniutnya disebutDPRD.adalah Lembaga

perwakitan R;ky"i Oaeiafr sefataiuniut penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. BuPati adalah BuPati Katingan'

e. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Katingan'

f. Perangkat Daerah adalah organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah' terdiri

atas Sekretaris Daerah, Sekretjriat DPRD, binas Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah.
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k.

g.

h.

m.

n.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ( KP2T ) Kabupaten Katingan adalah Kantor

pelayanan perijinan ;il N;r perijinan'Kabupaten Katingan yg menyelenggarakan

pelayanan mulai irtipio."t permohonan sampai dengan pengambilan dokumen

dilakukan di satu tempat / satu pintu'

Pelayanan Perijinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada

badan atau perorang;;rnt,jk m6lafutin suatu kegiatan I usaha sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku'

Petayanan Non Perijinan adalah. pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang

tidak terkait dengan kegiatan usaha'

lzin adalah izin ternis 
-ata, .rr"t keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang

diterbitkan ofefr lnsiansi yang berwenang Oan diberikan kepada pengusaha untuk

menjalankan kegiatan usahanYa'

surat ljin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat slTU adalah ljin yang diberikan

O"gi t6rpat-tempat usaha iang tiitak menimbulkan gangguan dan pencemaran

lingkungan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakantesatuan baik

t;t ,n"t"rur"n usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT)' Perseroan

Komanditer, perseorangan iainiya, Badan Usaha Milik Negaryr ata.u Daerah dengan

nama dalam Oentui rplpun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun' Perekuatuan'

i;F;;, organisasi Sosial Folitik atau drganisasi Seienis, Lembaga, bentuk usaha

tetap dan bentuk lainnYa.

perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang

.""ri, pribadi U"rtiniri sebagai pengusaha untuk mengurus dan.mengelola serta

mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan

suatu badan hukum atau suatu persekutuan'

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah yang

sebagai pembayaian it6 iaia aiau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

Aan itau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau

badan.

Golongan Retribusi adalah penge_lompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa

Umuml RetribusiJasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu'

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintan oaeran untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadiatau badan'

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas iasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan ,"ng"nut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor wisata.

r. Retribusi perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam iangfa pemberian izin kepada perorangan atau badan yang

dimaksudkan untuf- pembinaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan

p"ngr*"trn f"girt"n pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam barang

fra.ir"n" atau iasilitas tertentu guna meiindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

s. wajib Retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-

,ndrngrn Retribusi untuk metakukan pembayaran retribusi.

t. Tempat Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk melaksanakan aktifitas

usaha.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu

bagiWajib Retribusi uniuk memanfaatkan ljin Tempat Usaha.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selaniutnya dapat disingkat SKRD, adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

t.

p.

q.

u.

v.

i.

j.
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w. surat Permohonan surat ljin Tempat Usaha .Y.rng selanjutnya disebut sP-slTU

adalah Formulir Permohonan izin yang diisi olifr pLrusahaan yang memuat data-

Jri. p"r*ahaan untuk memperoleh Surat lzin Tempat Usaha'

Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi

perubahan n"r" perusahaan, .bentuk 
perusahaan, alamat usaha, nama

pemiligpenrnggrig i61ly;t, ielemUagaan,perluasan usaha, kegiatan usaha dan

jenis usaha.

Daerah terpencil adalah witayah kecamatan yang secara geografis letaknya sulit

Jfingt", 'orn h;F oapal dicapai dengan pesawat udara atau angkutan

lauUsungai.

pejabat penerbit SITU adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat yang

ueiirnggrnglawau di bidang Surat ;jin_Tempat U-saha diwilayah kerjanya atau

pejabat yang yang O"rt"ngg;rng dalam Pelayanan Perijinan Terpadu atau pejabat

iaii vand ditetipkan berdasarkan peraturan ini'

v.

z.

BAB II

SURAT lzlN TEMPAT USAHA (SITU)

Pasal 2

setiap perorangan atau badan yang melakukan usaha diwilayah Kabupaten Katingan

wajib memilki SITU.

Pasal 3

(1) Kewajiban memiliki SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan

terhadaP:

a. Pedagang Kaki Lima

b. PedagangAsongan

c. Pedagang Musiman

d. Pedagang keliling (sate,bakso,es,pentol,kue dan sejenisnya) yang tidak

menetaP.

(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf .a, huruf b dan huruf c
' ' 

dapat diberikan SfU apabila dikehendakiyang bersangkutan.

Pasal 4

(1) SITU diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perorangan/badan dan berlaku

untuk melakukan usaha diwilayah Kabupaten Katingan.

(2) SITU diberikan kepada PemiliuPengurus/Penanggung jawab usaha atas nama

perorangan/badan.

(3) SITU sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) dapat diberikan kepada cabang

perusanaan- dalam negeri dah cabang perusahaan asing sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku tentang pembukaan cabang perusahaan'

Pasal 5

(1) SITU berlaku selama perorangan/lcadan menjalakan kegiatan usahanya.

(2) Perorangan/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). waiib melakukan
' ' pendaftjran ulang/perparlangan SITU setiap 1 (satu) tahun di Kantor Pelayanan

Perij inan Tergadu. (KP-2O.



(3) Bagi perusahaan yang..mengadakan perluasan tempat
t-'pinirn 

tempat atau Oatif nama diwajibkan pengajukan

b'up"ii cq. Xantor e"t,y"n'n Perijinan Terpadu (KP2T)'

Pasal 6

(1) Bilamana pemegang ljin.Tempat Usaha menghentikan atau menutup kegiatan

usahanya yang bersangkutan.w4iU mem6erllahukan dan mengembalikan izin

dimaksud repida Bupati KatingZ; Cq. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

(KP2r).

(2) Bilamana terjadi perubahan kegiatan usaha maka ljin Tempat usaha yang telah

diberikan naru!' iip"o"r,"rui d-engan mengaiukan permohonan kepada Bupati

Ltingrn Cq. Xar,tdr pelayanan Peiijinan Terpadu (KP2T).

Pasal 7

lzin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;

b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usaha tanpa mengajukan perubahan

t prOl BIpatiCq. X-antor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T)'

c. Usahanya melanggar Peraturan Perundang.undangan yang berlaku;

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 8

(1) Bupati memiliki kewenangan pengaturan SITU'

(2) Bupati menyerahkan/memberikan kewenangan penerbitan dan penanda

tanganan SriU atas nama Bupati Katingan kepada Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu (KP2T).

BAB IV

DoKUMENPERSYARATANTATACARAPENERBITAN
suRAT rzrN TEMFIi useHA, pEMBUKAAN KANTOR GABANGTPERWAKILAN

USAHA, PERUBAHAN DAN SITU YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 9

(1) SP-SITU baru diajukan kepada Pejabat Penerbit slTU dengan mengisi formulir

sp-slTU sebagaimana tercantum dalam Lampiraran l, dengan melampirkan

dokumen p"r"Vii"i"n sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll Peraturan ini'

(2) SP-SITU baru atau perubahan harus ditandatanSali_ gleh Pemilik atau Pengurus

ataupenanggungjawabusahadiatasmateraiRp.6000'.'

(3) Pihak ketiga yang mengurus slTU baru atau perubahan, waiib melampirkan surat

kuasa yang Oe"rmaterii Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh Pemilik atau

Pengurus aiau penanggung jawab usaha'

usaha melebihi 30%
permohonan kePada
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(3) Pemohon SITU
dengan terlebih
Peraturan ini.

Pasal 10

(1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya sP-sluP dan

dokumen persyaratan secara tengtap Ain fena1, Pejabat Penerbit SITU

menerbitkan SliU dengan ,enggunikah Formulir sebagaimana dalam Lampiran

lllPeraturanini,denganketentuansebagaiberikut:

a. Warna Putih, Ukuran 21,5 x 33 cm ( Folio );

(2) Apabila sP-sluP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar oleh

Tim Teknis, peiauJ p"n"roit stru membuat surat penolakan penerbitan slTU

kepada pemoiion SITU paling lambat 3 (tiga) ha1 keria terhitung tanggal

diterimanYa SP-SITU.

yangditolakdapatmengajukan.kembalipermohonanS|TU
Oafru'iu memenuhi persyar}tan sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 1{

(1) Pemilik SITU yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Usaha, wajib

melapor ,"."r" iertulis kepada Pejabat Penerbit SITU di tempat kedudukan

Kantor CaOan! atau Perwakilan- Usaha dengan melampirkan dokumen

persyaratan seb--agaimana dalam tampiran ll Peraturan ini'

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari keria terhitung sejak.diterima laporan dan dokumen
' 'persylratan seOdgi#anadimaksud padi ayat (1) secara l:ng["p dan benar,

Feja'Oat penerbit SIUP mencatat dalam buku Register Pembukaan Kantor

Ca"bang atau perwakilan Usaha dan membubuhkan tandan tangan dan cap

stempjl pada halaman depan fotokopi SITU Kantor Pusat.

(3) Fotokopi slTU yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (21berlaku
' 'sebagai Surat tlni"rpat Usaha bagiKantor Cabang atau Perwakilan Usaha

untutimelakukan usaha di Kabupaten Katingan'

Pasal 12

(1) Setiap terjadi perubahan data slTU, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung
' ' j;;;f; Usaha'wajib mengajukan SP-SITU perubahan dengan mengajukan

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan

dokumen sebalaimana tercantum daam Lampiran ll Peraturan ini'

(2) palig lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di terima sP-sluP perubahan
'-'denian dokumen i"narfrng iecara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SITU

menerbitkan SITU perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran ll Peraturan ini.

Pasal 13

(1) Dalam hal slTU hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau
' 'F"r"nggungjawab Usaha yang bersangkutan wajib 1n919qiukan 

permohonan

p"nggiitiai'SfU kepada Pejabat yang menerbitkan SITU ditempat kedudukan

U""61, dengan melampirkan 
-dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

ll Peraturan ini.

(2) paling tambat 3 (tiga) hari kerja terhitu.ng sejak diterima penggantian SITU
' ' dengin dokumen ielndufung secara lengkap dan benar, Peiabat Penerbit SITU

men-erbitkan SITU Pengganti dengn Formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran lll Peraturan ini.
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BAB V

BIAYA
Pasal 14

(1) Setiap Usaha Perorangan (p-Ol yang
''' menjalukan Permohonan SIIU baru

np. iob.oO0,- (seratus ribu rupiah)'

mengajukan Permohonan SITU
(2) Setiap Badan Usaha atau Badan Hukum yang

baru dikenakan biaya retribusi sebesar :

a. Pengusaha Besar (dengan_modal diatas Rp. 500.000'000,- (lima ratus juta

rupiin )) RP. 250.000,- / ienis ijin

b. Pengusaha Menengah ( dengan-T9qfl diatas Rp. 200.000'000,- (dua ratus

juat rupiah);;p;i;;nsln ni. s00.000.000,- (lima ratus juta rupiah))

Rp. 200.000,- / jenis ijin'

c. Pengusaha Kecil (dengan m.odal sampai dengan Rp' 200'000'000'- (dua ratus

juta-rupiah)) Rp. 150.000,- / jenis ijin'

(3) Untuk slTU yang rusak.atau hilang bagi usaha Perorangan atau Badan Hukum
'-'."p"nj"ng 6lr"'oiouktikan oapit d-jberikan penggantian (Duprikat) dengan

dikenakan bi";; ;;b"; fi%' (sepuluh persen) dari biaya ljin yang telah

ditentukan.

(4) Untuk perubahan slTU bagi usaha Perorangan atau Badan Hukum dikenakan

Biaya sebagaimana matsrl drh* pasat 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2) huruf a'

huruf b dan huruf c.

(5) Untuk Pendaftaran ulang dan Pembukan Kantor cabang/Perwakilan Perusahaan

SITU bagi Usah" p"totingan atau Badan Hukum dikenakan Biaya sebagaimana

maksud dalam'pas al14 aiat (1), pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c'

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pemilik slTU yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut atar- menutup usahanya wajib menyampaikan laporan secara

tertulis t<epada Pejabat Penerbit SITU disertai alasan penutupan dan

mengembalikan SITU.

tZl ie-rfr-aOap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SITU
'-' ,"ng"tu'arXin keputusan penutupan perusahaanftempat usaha dengan

menggunaran foiniutir seuagiimana tercantum dalam lampiran lV Peraturan ini'

Pasal 16

(1) Pejabat Penerbit slTU harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan
''' dan pencabutan slTU serta penutupan usaha kepada Bupati Katingan cq'

Sekretaris Daerah Kabupaten katingan dengan. . .tembusan Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Gamat yang bertanggungjawab di bidang perijinan paq3

pemerintah Oaeran Kabuiate-n Katingin 
-dengan menggunakan formulir

sebagaimana Lampiran V Peraturan ini'

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam)

bulan sekali.

tidak berbentuk badan hukum Yang

dikenakan biaya retribusi sebesar
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BAB VI

SANKSI

Pasal 17

(1) Dalam halwajib retribusi tidak membayar dal atau kurang membayar' setelah 15

(rima beras) nari,'ieiniilg daritangtaisurat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

dikeruarkanloiteroiiran dikenaran 
"s"angsi denda administrasi berupa bunga 20/o

tOm p"o"n) daritotal ketetapan yang harus dibayar'

(2) Bagi perusahaan perorangan atau Badan hukum yang terlambat memperbaharui

perizinan Oari-wlf,tu V"-ng aiteiapf<an .dikenakin ianksi denda administrasi

s"uanv"r2o/o(duapers-en;oaribiayaperijinanyangdibayar.

Pasal 18

(1) Pemilik atau pengurus. atau penanggungiawablah perusahaan yang telah

memitiki stru, i;;-,""t"n!g"r letentlin #oagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2), pasaili 
"v"t 

tii paiat 12 ay1t 1i;, Pasal (15) dikenakan sanksi

administratif berupa elringjaian tertulis oteh Pelabat Penerbit SITU'

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak

1 (satu) kali dengan tenggang lvaktu 1 (satu) Ti$gu terhitung sejak tanggal surat

p"ring;t"n dikeliarkan olen Pejabat Penerbit SITU'

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir
' ' sebajaimana tercantum-dalam Lampiran Vl Peraturan ini'

Pasal 19

(1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab usaha yang telah memiliki slTU'

yang tidak r"ngnl;ri"n p"ringata-n-tert-tilis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (2) ataria p"tJ Z'1rtuI b, huruf c dikenakan sangsi administratif berupa

pem6enbntian sementara SITU paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Pemberhentian sementara SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh pejabat Penerbit SITU dengan hengeluarkan Keputusan Pemberhentian

Sementara SITU.

(3) Keputusan Pemberhentian semnetara slTU sebagaimana dimaksud pada ayat
'-' irj';;nggunra; iormulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Vll Peraturan

ini.

Pasal 20

(1) Pemilik atau pengurus atau penanggung jawab usaha yang telah memiliki slTU

yang metrnggli-k;t*ir"n ggnaglirani dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

direnaxan sanksi administratif berupa Pencabutan slTU'

(2) Pencabutan slTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakul<an oleh Pejabat

Penerbit SITU d"ng"n riengeluarkan Keputusan Pencabutan SITU'

(3) Keputusan pencabutan slTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

'-'r"nggunakaniormufir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan

ini.

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 7 huruf b' huruf c' dan

OiL"ni["n sangsi sesiiai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

8



BAB VII

KETENTUAN LAIN

Paeal 22

untuk Penerbitan slTU pembubuhan tanda tangal Pejabal Penerbit slTU dalam

rangka peningkata,ipno-J""r"n oan'reauiin"n-ookumen uin menggunakan Leges

dengan Nominat Rp.20.000,-.(dua hiyq f,bl, iygan) dan ipabila Leges tidak ada

atau habis, maka VJ.g aigrnadn "ia"t 
Materai Rp, 6,000,- (enam ribu rupiah),

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Surat liin Tempat U.sa!a. (SITU) yalg . diterbitkan

Peraturan lnl tetap berlaku sampai habis masa

perusahaah menjalankan usahahya'

sebelum ditetaPkannYa
berlakunYa dan selama

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya,.memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

alngan p"n"rp"Lnryi dalam Berlta Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, r:i - r: L ' 2009

BUBATI KATINGAN
\1

il"r.r"..-i--

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 0L -a6,

DAERAH
TINGAN,

TATEL LADJU

9
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DAFTAR LAMPIRAN

1. tAMptRAN I : Surat permohonan Surat ljin Tempat Usaha ( SP - SITU)'

2. LAMPIRAN ll : Dokumen persyratan permohonan slTU Baru' pendaftaran ulang,

pembukaankantorcabang/perwakilan,perubahan,pengganti

yanghilangataurusak,dancontohsuratpernyataan.

3.LAMPIRANlll:SuratliinTempatUsaha(SITU)
4. IAMPIRAN lV : Formulir Keputusan Penutupan Perusahaan'

5. IAMPIRAN V : Formulir Laporan Perkembangan slTU

6. ISMPIRAN Vl : Formulir surat Peringatan Tertulis'

7. lSMplRAN Vll : Formulir Keputusan Pemberhentian sementiara slTU.

8. ISMPIRAN Vlll : Formulir Keputusan Pencabutan slTU'

BUPATI KATINGAN

nV\
hl,rwl:

DUWEL RAWING

10
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NOMOR :

TANGGAL :

KePada
Yth. BUPATI KATINGAN

Cq-fantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T)

KabuPaten Katingan
Di-

Kasongan

Lamp.
Hal

LAMPIRAN I

FinlrunAN BUPATI KATINGAN

a. Usaha baru *)

b. Perluasan usaha *)

c. Pindah temPat usaha *)

Keterangan Perusahaan :

a. Nama Usaha/Perusahaan

b. Nama Pemilik

c. Jenis Usaha

d. Alamat temPat usaha

Kelurahan

Kecamatan

Telepon

e. Status TemPat Usaha

f. Bentuk Badan Usaha

g. Modal Usaha

Catatan:
') beri tandaidilingkar salah satu
"') coret Yang tidak Perlu

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama '.

Alamat

Kelurahan

Kecamatan

Dengan ini mengajukan permohonan Surat liin Tempat Usaha :

d. Perubahan *)

e. Perpanjangan SITU No.

f. Penggantian Hilang atau rusak *)

Milik Pribadi/ Sewa **)

Peroranga nlPT l CV lKoperasi/Firm al . . . .'"'' " 
**)

Nama dan Tanda tangan Pemilik
Cap Perusahaan dan Materai

Rp. 3.000,-

Demikian surat permohonan surat tjin Tempat usaha ini, kami buat dan.isi dengan

,"o"n"rnva dan ,p"uir" dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan

tersebut tidak bena;;i;r-;"r;u, kami menyatakan bersedia untuk di cabut slru yang

ieian Oiterbitkan dan ditintut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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LAMPIRAN II

PERATUR^AN BUPATI KATINGAN
NOMOR :

TANGGAL :

DOKUMEN PERSYARATAN

PERMOHONAN SITU BARU
a. Usaha Orang pribadiatau Perorangan (Po);

Mengisi Surat Permohonan Surat liin Tempat Usaha;

Foto copy ljin Mendirikan Bangunan;

$;;i-li'ii't'no (untuk usahi yang berdampak gangguan, kebisingan,

pencemaran);
Foto copy KTP Pemohon;
Fot copy SIUP (bila ada)
Tanda Lunas Pembayaian PBB sampaitahun berialan/tahun sebelumnya;

Rekomendasi dari Camat setemPat;
surat Keterangan Domisili dari RT/Kades/Lurah setempat;

Foto ukuran gia cm (2 lembar).

b. Badan Usaha atau Badan Hukum (PT,CV,Koperasi,Firma,BUL);

ii fvfengisi Surat Permohonan Surat ljin Tempat Usaha;

2i Fototopy Akte Notaris Pendirian Perusahaan;

3i Foto copy ljin Mendirikan Bangunan;
ii Surat riii't'HO (untuk usahi yang berdampak gangguan, kebisingan,

Pencemaran);
5) Foto coPY KTP Pemohon;
6) Foto coPY SIUP
Zi Tanda iinas pembayaran PBB sampaitahun berialan/tahun sebelumnya;

8i RekomendasiAsli dari Camat setempat;

9i Surat Keterangan Domisili Asli dari RT/Kades/Lurah setempat;

tb) foto ukuran 3x4 cm (2 lembaO.

PERMOHONAN PERPANJANGAN / PENDAFTARAN ULANG

1) Mengisi SP-SITU
2) SITU Asli;
3) FotokoPi KTP Pemohon; . . .

4i Surat Keterangan Domisili dari RT/Kades/Lurah setempat;

Si Surat Rernyatian dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan bermaterai;

6i Foto ukuran 3x4 cm (2lembar).

PERIT'IOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG 
' 

PERWAKILAN

PERUSAHAAN

1) Mengisi SP-SITU
zi Fotolopi slru kantor pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat

Penerbit SITU;
3) fotoXopi Dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;

4) Fotokoi:i KTP penanggungjawab perusahaan; 
.

Si foiofobi Slrat -Fenlinjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor

Cabang/Perwakilan Perusahaan;
6) Surat Fernyataan dari Pemohon tetang lokasi usaha Kantor Cabang I

Penrakilan Perusahaan bermaterai;

7) Foto Pemitik atau Penanggungiawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembao'

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
e)

m.

L2



IV. PERMOHONAN PERUBAHAN

1) Mengisi Surat Permohonan SITU (SP-SITU);

2) SITU Asli;
3i Data Pendukung Perubahan;
4) Foto Pemilik atiu Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2lembar)'

V. PERMOHONANPENGGANTIAN

SITU yang hilang;

1)MengisisuratPermohonanSuratlzinTempatUsaha;
2i Sural Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;

3i Fotokopi SlTl.lyang ET" (3plbila ada);

4i Foto ukuran 3x4 cm (2 lembar)'

SITU yang rusak;
ij nrlng[i surat permohonan surat lzin Tempat usaha;

2) SITU Asli;
3i Foto ukuran 3x4 cm (2lembar)'

VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN :

KOP SURAT PERUSAHAAN

a.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan

Nama Usaha/Perusahaan

Alamat Usaha/Perusahaan

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamaUberdomisili sebagaimana

y"n{telat kami nyatakan di atas adalah benar adanya'

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila. dikemudian hari

Surat pernyataan iniiidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan

p"rrno"ngjunoangan V"ng berlaku dan SITU perusahaan yang telah diterbitkan untuk

dibatalkan dan dicabut.

TemPat, tanggal

Tanda tangan dan CaP Perusahaan
di atas Materai secukuPnYa

Nama & Jabatan

13



LAMPIRAN III
FenarunaN BUPATI KATINGAN

NOMOR
TANGGAL

KOP SURAT

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA...'

t.
u.
ilt.

Membaca
Menimbang
Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Pas Photo

3x4 cm

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
Nomor : ...'.1 ........1.....1KP2T I2""""

SURAT lJtN TEMPAT USAHA (S.|.T.U)

BUPATI KATINGAN

d.s.t
d.s.t
d.s.t

IT,IEIIIIUTUSKAN:

Memberikan Surat liin Tempat Usaha kepada :

Nama Perusahaan
Direktur/Pemilik
Jenis Usaha
Alamat

5, NPWPD

DitetaPkan di KASONGAN

S L I 
Pada Tanggal ...

An. BUPATI KATINGAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KABUPATEN KATINGAN
KEPALA,

1.

2.
3.
4.

: Surat ljin Tempat Usaha ini hanya berlaku untuk Jangka Waktu 1 (satu)

Tahunierhitung sejak tanggal "" "'sid

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang ljin harus memiliki tempat khusus untuk kegiatan usahanya'

Z. pemeland Ijin narus memasang Papan Reklame.ditempat yang jelas.

3. eemelang ljin harus menyediakan pemadam Kebakaran.

i. setiap- tafiuir naius memperbaharui Surat ljin tempat usaha ini dengan terlebih dahulu

melunasi pajak & Retribusi yang berkaitan dengan usahanya pada Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu (KP2I) Kabupaten Katingan'

5. Apabita peregand ljin 6ernenii Oari kegiatan usahanya O{a1ry9Xlu segera melaporkan

f|paJa Aupatigq] (antor Pelayanan eiriiinan. T_erp.ldu (KP2T) Kabupaten Katingan dan

Surat tjin Timpat Usaha ini harus dikembatikan / ditarik kembali.

6. Apabita eemeg;n!- iiin tia"r mentaati/melanggar ketentuan-ketentuan, baik yang diatur

Oalam Surat ljin inl, ,"rprn ketentuan resmi lainnya, maka Surat ljin Tempat Usaha ini

akan dicabut.
Z. ganwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya'

NtP......

t4



LAMPTRAN IV
FinnrunaN BUPATI KATINGAN
NOMOR
TANGGAL

KOP SURAT

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA".'

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

MenetaPkan:
PERTAMA

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SITU

Nomor :

TENTANG
PENUTUPAN PERUSAHAAN

bahwa berhubung (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan

;;;ffit;, rir.lii"ndang pertu menutup perusahaan tersebut;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor:"""""""
2. Peraturan BupatiKatingan Nomor: """

1 . ... ...
2.......
3. ... ... ... ...

Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Bentuk Perusahaan
Nama Penanggungjawab
Nomor SITU

Ditetapkan di
Pada tanggal......

PEJABAT PENERBIT SITU

dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dima.ksud pada

oirc* pERTAMA Keputusan ini, maka perusahaan yang

oersangxutandilaranguntukmelakukan..kegiatanusahanya
terhitun-g m u ta i tangg al ditetpaka n Keputusan in i'

SITU hirus dikembalikan kepada KP2T'

;;i";ga;n terhadap kelentuan sebagai gal1 dimaksud Diktum

keOU-A keputusan ini dikenakan sangsi Tindak Pidana Ekonomi

sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

1.
2.
3.
4.
5.

Tembusan:
t Bupati (sebagai laPoran)

2. ......
3..............

t4
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LAMPIRAN VI
Fennrunnn BUPATI KATINcAN
NOMOR :

TANGGAL :

KOP SURAT

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA,."

Nomor

Perihal : Peringatan ke

TemPat, tanggal

KePada

Yth. (nama Perusahaan)

Di-
Tentang Ketentuan
SITU

Pelaksanaan

Sesuai dengan Surat ljin TemPat Usaha (SITU) Nomor

...tanggal.. '.".,..atas nama (perusahaan)""" "'' dan setelah

diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Katingan Nomor ........tahun ........dan Peraturan Bupati Katingan

Nomor.......tahun......tentang Penerbitan surat ljin Tempat Usaha, antara lain:

sehubungan dengan hal terebut di atas, kami minta agar saudara dalam waktu 1

(satu) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan

SITU yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama'

Demikian, untuk menjadi perhatian saudara'

PEJABAT PENERBIT SITU

Tembusan:
1. Bupati Katingan (sebagai laporan)
2. .........dst
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR :

TANGGAL ;

KOP SURAT

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP

Nomor : ....,.......,.r.r.,...,,..

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IJIN TEMPAT USAHA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETlGA

Tembusan:
1. Bupati (sebagai laPoran)
2. ......
3..........

: Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap

pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum

dalam SITU Nomor"' ..'tanggal """ ""atas
nama... ... ... .bergerak dalam kegiatan usaha... ... ... yang beralamat

di.........., ternyala tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang

telah ditetaPkan sePerti :

: 1.

2.

1.

2.

: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor """"tahun """';
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor.....tahun """"""';

iIEMUTUSKAN

Memberhentikan sementara SITU Nomor ......tanggal"""'atas

nama ... ..yang bergerak dalam kegiatan usahanya' " ' " "yang

berlokasi di......

Dengan diberhentikan sementara SITU sebagaimana dimaksud

paOi Oimum pERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang

untuk melakukan kagiatan usahanya........terhitung sejak tanggal

ditetapkan pemberhentian sementara SITU ini'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal... ....'....

PEJABAT PENERBIT SIUP

t7



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR :

TANGGAL :

KOP SUMT

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA....

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP

Nomor :

Menimbang

TENTANG
PENCABUTAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA

: Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum
dalam SITU Nomor... ...tanggal '. ". . .. ' .atas
nama... ... ....bergerak dalam kegiatan usaha... ... ... yang beralamat
di.........., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang

telah ditetapkan seperti :

1.

Mengingat

Memperhatikan

2.

: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor ....'...tahun ..'....;
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor .....tahun .............;

: 1.

2.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan:
1. Bupati (sebagai laporan)
2. ......
3. ... ...

MEit|UTUSKAN

Mencabut SITU Nomor ......tanggal.......atas nama .....yang

bergerak dalam kegiatan usahanya... .....yang berlokasi

di......

Dengan dicabutnya SITU sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk
melakukan kagiatan usahanya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...........
Pada tanggal...... ......

PEJABAT PENERBIT SIUP
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